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BUPATI SINTANG

PE
RATURAN BUPATI SINTANG

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG.

bahwa Retribysi

i Penguji lah
Retribusi Daerah s Ngujian Kendaraan Bermotor ada

Daerah ya ebagai salah satu sumber Pendapatan Asli
Perind yang harus dlkelpla secara tertib, taat peraturan

undang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,
kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum, menegaskan tata cara pemungutan
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam
rangka pengaturan dan pemberian pelayanan pengujian
kendaraan bermotor serta untuk memberikan kepastian hukum
dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur tata
cara pelaksanaan pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor di Kabupaten Sintang;

bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19_53 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

: Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
g;:jdaa:‘r;g H_f;aggmn Negara Republik Indonesia Tahun 1981
I

N ¢ 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omo '

Nomor 3209);

3. Undang-Undang ...



000403

omor 28
L p9%raan |y Tahun 1999 tentang
Korupsi Kolusi, Danaﬁ;mme?a“g Bersihn Dan Bebas Dari
ahun 1899 Np 'Sme (Lembaran Negara Republik

0
donesig Nnmu:”:;}é‘&'fiir Tambahan Lembaran Negara

HEpUblik In

Undang-yp,

d

Pem eraﬂta::n Tingl OMOr 31 Tahun 1999 tentang

Negara Repubi; 2k Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran
an Lemta Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

sebagaim wan Negara Republik Indonesia Nomor

Nomor 29 Tahy a;' @ telah diubah dengan Undang-Undang

Tahun 2004 Qurr?? {.li-;:lbaran Negara Republik indonesia
{ r : T

Republik Indonesia Numnrﬂsu?.m bahan Lembaran Negara

Undang-

NEQ:?ag ﬁl_ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Nomor 4?E;—Hbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 42éﬁ]?mbaha” Lembaran Negara Republik Indonesia

UndangUndang Nom
or 1 h 04 tentan
perbendaharaan Tahun 20 g

Negara Republik
Indonesia Tahun 2 ;- (Lembaran Negara p

: 004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan MNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4444);

. Nomor 22 Tahun 2009 tentang‘ Lalu Lintas
Undang lizf::gJaiﬂﬁ (Lembaran Negara Republik Indonesia
'?at? ?2'%09 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

ahu

Indonesia Nomor 5025);
ng Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

embaran Negara Republik Indonesia
30, Tambahan Lembaran Negara

ndang-Unda
gan Retribusi Daerah (L

1
2009 Nomor 1
;:r;;t:xglik indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang ...



12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

10.

20.

21

Undang;und l ' 0 0 04 t n
Publik (Lemggga Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Nomor 113 N Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Ta -
Nomor 5038); Mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

gndang-Undang Nomor 12 T
eraturan Perundang-Unda
Indonesia Tahun 2011 Nn
Negara Republ

ahun 2011 tentang Pembentukan
gan (Lembaran Negara Republik

i _Nomor 82, Tambahan Lembaran
k Indonesia Nomor 5234);

Pera ;

Pengt:tr;ga Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Indones;j N Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Ne o Tah_“" 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
9ara Republik Indonesia Nomor 4578);

ﬁe:jaturan Peme."rintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pe oman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
emerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593,

Peratura_n Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah
Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Penempatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Sintang
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kapupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah  Kabupaten Sintang  Nomor  25)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang, Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

Daerah Kabupaten Sintang Nompr 1 Tahun 2008
Pertat: rarEJrusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
t[.)aneer’aﬁ'I'(abupa'ces*n Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Leambaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25):

22. Peraturan ...



Menetapkan

23. Perat
enta

e w3 x ; 1 i'-l—

aerah :
tentang Susunan éﬁb“”mn Sintang Nomor 2 Tahun 2008

Sintang (Le fganisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Nomor 2, Tr;;;r:;ﬁnmrah Kabuha’gm SiDn::ng Tahun PZEUUB
seba N Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Daerah Kahupateg dlmana telah diubah dengan Peraturan
Daerah KabUpaten Sintang Nomor § Tahun 2013 (Lembaran
Lembaran p N Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
aerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
ur.
ngaaelt:?; ra_h Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012
'OUSI Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Sintang Tahuyn
2012 Nﬂmﬂ'r 4 rah
abupaten Sintang Nomor 3 Tambahan Lembaran Dae

MEMUTUSKAN -
EEmTNLé;RAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
UTAN  RETRIBUSI PENGUJIAN  KENDARAAN

BERMOTOR D KABUPATEN SINTANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;

2. Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dinas adalah Dinas Perhubunga_n Kabupaten Sintang;

5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;

6 Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan dan di sungai;

7  Kendaraan bermotor adalah seﬂaplkendaraan yang digerakan
| oleh peralatan mekanik berupa mesin;

: ang adal;ah Kendaraan Bermotor angkutan orang
8. Mobil Fﬁg;"ﬁl tgmpat duduk maksimal 8 (delapan) orang,
%{:rr:r?asuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari

3500 ( tiga ribu fima ratus) Kilogram;
_ Kendaraan Bermotor angkutan orang yang
9. Mobil Bus ﬂﬂiagu duk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk
mem;llkl ;Bgl:rll?w 4i atau yang peratnya lebih dari 3500 (tiga ribu
untuk pengx ;
lima ratus) kilogram:
10.Mobil ...



10.

T

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

T - A . g T R

Mobil barang adaiar _ 000412
untuk angkytap, baraang~KE"da"aﬂﬁ Bermotor yang digunakan
Laik Jalan

rendaraan yang harys E?m“ma“ minimum kondisi suatu
terjadinya IPenuhi agar terjamin keselamatan dan

Pencemaran udara dan kebisingan
Waktu dioperasikan di jalam;

Pengujian k

n endara
menguji  dan ataan Be
bermotor dajam
teknis dan laik

motor adalah serangkaian kegiatan
U memeriksa bagian-bagian kendaraan
.\ fangka pemenuhan terhadap persyaratan
jalan:
Pemeri

'iiﬂPEr:(ssi::: di Pal adalah Pemeriksaan kapal yang
pemeriks IPerairan daratan (sungai dan danau) meliputi

3an konstruksi, permesinan dan perlengkapan kapal;

Pengujian Be
disebut Uji Be
dilakukan se

rkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
rkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang
cara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor;

PEngujjan adalah Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Perhubungan
yang dinyatakan telah memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan
bersertifikasi teknis tertentu dan bersertifikat yang oleh Dinas

tersebut diberi Tugas untuk melaksanakan Pengujian
Kendaraan Bermotor:

Peralatan Uji adalah Sarana untuk melakukan kegiatan
pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

Surat lzin Berlayar adalah pemberian izin berlayar bagi kapal
yang dioperasikan diperairan daratan (sungai dan danau) yang
telah memenuhi persyaratan untuk berlayar,

Petugas Pemungut adalah petugas yang diberi kewenangan
untuk melaksanakan pemungutan Retribusi yang terutang pada

wajib Retribusi;

Buku Penerimaan Pembayaran adalah pencatatan penerimaan
pembayaran retribusi oleh Petugas Pemungut atau Petugas

Lapangan,

Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau

penyetoran retribusi dari Petugas Pemungut / Petugas

Lapangan ke Bendahara Penerimaan,

Setor adalah Bukti penyetoran hasil penerimaan

nda : : :
Surat Ta endahara Penerimaan,

retribusi oleh B
dan Penyetoran adalah pencatatan

e :
Buku ::?lﬂf:::zgus} berdasarkan Surat Tanda Setor oleh
penerim Penerimaan,

Bendahara

24, Surat ...



p00413

24. Surat g
i etoran :
retribusi glap Bena;;dalah bukti penyetoran hasil penerimaan

ahara Penerimaan ke Rekening Kas Daerah.

Eﬁa Il
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

etribusi Pengujian Kendaraan e, . _
dokumen P'Embﬂhfafﬂn bEII'Upa SKRD masigglrwag; t dengan _menggunakaﬂ tanda bukti /
pembayaran Retribusi Pengujian INg untuk :

; e Kendaraan B i ;
p, Pembayaran Retribusi F’Engujian Kendaraan Bzﬁg:g: glt Ei?rml

otor

Pasal 3

gentuk dan ‘ukuran SKRD Penguij
galam Lampiran | dan Lampiran
peraturan Bupati ini.

ian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum
I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

BAB Il
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 4

(1) Setiap pembayaran retribusi oleh waijib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran
berupa SKRD.

(2) Penerimaan pembayaran Retribusi wajib dicatat dalam Buku Penerimaan
Pembayaran oleh Petugas Pemungut yang ditunjuk.

Pasal &5

(1) Penyetoran penerimaan retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi ke
Dinas melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan

menggunakan Tanda Bukti Pembayaran. o
() Penerimaan setoran Retribusi dari Petugas Pemungut waijib dicatat dalam Surat

Tanda Setor dan Buku Penerimaan dan Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan.
() Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas
Daerah oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan

menggunakan Surat Setoran.

Pasal 6

B ; imaan, Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda
Setn;fké,ul;kumn £ar f“";;ﬁzggn_ Surat Setoran sebagaimana tercantum dalam
Larnp'ifan In T:n:n;’rn:na& ir;mpiran v, Lampiran \| dan Lampiran VIl, yang merupakan
b"‘Gian “ﬂakrterpis':;hkan -:;Ian' Peraturan Bupati ini.

Pasal g ...




BAB 1';; 000414

Pasal 7

agai Petunjuk Teknis yang belum

iini : di
peraturan Bupati ini, akan diaty, lebih |an?:.ﬂgn Kaet;;jl v%rjg belum cukup diatur dalam
d Uinas.

Pasal 8

Femturﬂﬂaﬂuﬂ?:rjgi ':;”'Eitbﬂflaku Pada tanggal diundangkan

seti apa i '

arﬁ ini dl:;ngan pene?n aTEHQEtah”'“FH, Memerintahkan pengundangan Peraturan
aupa Patannya dalam Beritg Daerah Kabupaten Sintang.

Ditétapkan di  Sintang
pada tanggal 3% hity 2014

@jmaﬂe, _ ’(
[ #

/
{WlLTDN CROSBY

Diundangkan di Sintang
padatanggal 24 e 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SI‘NTANG.(.
¢ (Ulho/ y
| YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR %



\

PIRAN | : PERATY
LAM NOMOR RAN PUPAn SINTANG

TANGGAL . ’li)\/ TAHUN 2014 ~ 000415

CARA  pgLak
SAN N
PENG AAN  PEMUNGUTA

RETRIBUS)
UJIAN
DI KABUPATEN SINTANGKENDARAAN BERMOTOR

BENTUK, UKURAN DAN
RETRIBUSI PENGUJIAN

I1SI sy
KENDEQ;}\(: TBETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
ERMOTOR DI KABUPATEN SINTANG.

Su :
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) 1
PE NO. URUT
_Jflitw KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT
| A
NO. RODEREXENING URAIAN RETRIBUS! JUMLAH
I Retribusi Biaya Investasi ] Rp -
Retribusi Biaya Administrasi Rp )
(', Retribusi Biaya Pemeriksaan :
a. Pengujian Awal\ Rp -] 22cm
b. Pengujian Berkala Rp -
Retribusi Biaya Operasional Rp =
Retribusi Biaya Pemeliharaan Rp -
Retribusi Pengujian Penghapusan
Kendaraan Bermotor ] Rp
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Rp -
Dengan Huruf :
SINtanE, o
C Yang Menerima,
( )
‘ \ v
L e —
— 16cm

v

'
MILTON CROSBY
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_AMPIRAN I : PERATY

BENTUK, UKURAN DAN |
RETRIBUSI PENGUJIAN roes URAT KETENTUAN

NOMOR RAN BUPATI SiINTANG - 000416
TANGGAL .2 ] TAHUN 2014

TENTANG Egiﬂ;iﬁ 2014

ARA  pE
RETRIBUS| PENGL e SANAAN ~ PEMUNGUTAN

AN TOR
| KABUPATEN Syt o ENDARAAN BERMO

ENDA RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RAAN BERMOTOR Dj KABUPATEN SINTANG.
e
[ ———
PE
: MERINTAH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
¢) KABUPATEN SINTANG NO. URUT
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR
1 — ;
| (A
{
. NO. KODE R‘:KENING URAIAMN RETRIBUS! JURMLAM
1 l Retribusi Pemeriksaan Kapal 1 Rp
| Retribusi Surat Tanda Registrasi Rp
| Retribusi Sertifikat Kesempurnaan Kapal Rp
i Retribusi Nomor Plat Kapal Rp = |- 2&em
| ﬂetribusil Surat Izin Berlayar Rp
| |
= i Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Rp
Dengan Hﬂﬂ-';.l' : |
|
& = =
[
B '
| | |
. | | Sintang,
l k Yang Menerima,
]
| ' | l
| | | { ]
| | I
| | I "L
== 16 cm =
‘_

-

UPATI SINTANG, 3\

e

MILTON CROSBY



M : PERATURAN BUPAT| SINTANG
LAMPIRAN NOMOR

: TAHUN 2014
TANGGAL . i% ha ey 2014
TENTANG : Tara c

ARA PELAKSANAAN
RETRIBUS| PENG

000417

PEMUNGUTAN

R
UJIAN KENDARAAN BERMOTO
DI KABUPATEN s

NTANG

BENTUK DAN |g BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN
RETRIBUS] PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

RETRIBUSI PENGUJ
TAHUN ........

PEMERINTAH KABUPATEN S‘H;JTANS
NERIMAAN PEMBAYARA
i IAN KENDARAAN BERMOTOR

-
—

| MA WAJIB
NO | HARUTANGGAL | NPWRD | NQETRIEW RETRIBUSH

SETORAN
K |RETRIBU
i (Rp.)

Petugas Pemungut / Petugas Lapangan

§
LN R L
j b Crma EEA AR,

-n

BUPATI SINTANG, J& ‘
(}-\m/

MILTON CROSBY




LA‘P'RAN v PERATURAN B

N u 000418
PATI SINTANG
OMOR 29 YAl 2014
L Mgy 2014
TENTANG TATA

CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUS| PENG

UJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN SINTANG

BENTUK, UKURAN DAN IS} TANDA BUKT] PEMBAYARAN

21 cm —p Iy
e
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Nomor Buktj -

Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembanty
1.

.... )
S )

b. ( ..........................

.. Dari NAMB e

' Alamat :

d. Sebagai pembayaran

7 ~ MLAH (RP)
KODE REKENING U

i | 16,5cm

|
e. Tanggal diterima uvang -

Bendahara Pencrimaan/
Bendahara Penerima Pembantu
v
M U e e
=
e
%WANG. ‘\T
P v
MILTON CROSBY




4
NV PE
E@ LAMPIRA No'::g: RAN ?gPATI SINTANG - 0004189
; }ensrsfu ;gg FAHUN 2014
RETRIBUS PENGEﬁ:-:r:(SANAAN PEMUNGUTAN
DI KABUPATEN, smTANGKENDARAAN BERMOTOR
B
RETRIBUS| Peny g SRAT TANDA SETOR
DARAAN BERMOTOR
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG W
| SURAT TANDA SETOR (STS) ‘:
‘%STSNO,.,...,...,. Bank
| Harap diterima uang sebesar Rp. No. Rekening ...
| ;(denganhUTUf) e o
Dengan rincian sebagai berikut -
( | NO KODE URAIAN RINCIAN OBJEK JUMLAH (Rp)
L L REKENNG | =~
T ~ JUMLAH
Uang tersebut diterima pada tanggal
Mengetahui :

Kepala Dinas Perhubungan Bendahara Penerimaan

Kabupaten Sintang

B e et NIp. oevieeieiieaa,
NIp. .ovvinrnenieneees

BUPATI SINTANG, ,k;

,_-

'd
MILTON CROSBY
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- 000429
| Vi :gl:lAJéJRAN _BUPATI SINTANG -
'NRA" AR TAHUN 2014

TENTANG TATA " cana

ARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUS) PENGUJY|
AN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN SINTANG
BENTUK DAN

ISI BUKU PENER
RETRIBUS| PENGY JIAN KEN%IX?QN DAN PENYETORAN

AAN BERMOTOR
il  PEMERINTAN KABUR,
- TAH KABUPATEN SINTANG
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN .............

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

Periode 5 evsuETesee Haevewvsy, Ket
e T . Penerimaan Penyetoran :

7 T Tanggal | No. Cara Kode Uraian Jumiah | Tanggal | No. [ Jumlah
| Bukti Pembayaran Rekening o L

gt ' 7 17T 1T Rp. B

DS W SES——E——— e N Rp. Rp.
t R B U (N SN S S S Rp. AP

[ o — m,n_v‘,,#,i,,, — Rp. Rp.

Jumiah Penerimaan — Rp.

Jumiah yang disetorkan Rp.

Sasido Kas di Bendahara Penerimaan

terdiri dari

Fy Tunal Rp

b Bank Rp.

¢ Lalnnya Rp

Mengetahui Sintang, .........oocennl
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

‘x... —

( BUPATI SINTANG, ,5(/

P

7
" MILTON CROSBY
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00042
N VI : PERATURAN BUPATl SINTANG
MnP!RA NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL 1 Arg 2014

TENTANG ¢ TATA C

ARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUS| pEN

GUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN SINTANG

BENTUK DAN s} SURAT SETORAN
RETRIBUS) PENGU

JIAN KENDARAAN BERMOTOR

SURAT SETORAN
NOMOR: ...

IMA DARI -

BANK PEMBANGUNAN DAERAH, HARAP MENER

BANK:ERARA PENERIMA DINAS PERHUBUNGAN FEK. KAS DAERAH
BE;BPATEN SINTANGUNTUK :GIRO: ... :

| &NG SEBESAR: Rp ... ...

ARI
E DAERAH SINTANG D
| N UANG TUNAI INCOM
| YAITU gIEJ SSRSERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

- RP: ccomrsrsoniss
Retribusi R R,
Bt | e RP.. . r us vuiim g o
iy o Retnbusi ... .oomws
107.01.............

Sintang, ................

Uang tersebut diatas telah diterima

IMEANG, oov e
Yang Menyetor SintaRg

an
An. Kepala Dinas Perhubung
| Kabupaten S:nt_angan
Bendahara Penerim L atang
Dinas Perhubungan Kabupa

Pimpinan Bank Pembangunan Daerah

UPATI SINTANG, _ﬁ\‘ h
Fo

MILTON CROSBY



